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PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORIU'PSI
DAN PEMBUKTIANNYA

Qleh : Nvoman Serikat Putra Java . SH.MH .

Seﬁubungau dengan surat dari Kepolisian Negara Republi’k Indonesia
Daerah Jawa Tengah Nomor : B/ 1573 /111 /2001 fSersé . tanggal 10 Maret 2001
vang ditujukan Xepada Dekan Fakulas Hukum UNDIP Semafan_u . vang intinva
permohonan untuk menunjuk  diri - kami sebagai narasumber dalam Rakor Serse
dengan materi  * PERMASALAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN
PEMBUKTIANNYA * . kami  mengucapkan banvék terima  kasih  atas
kepercayaannva  untuk - menjadikan  diri  kami sebagai narasumber dalam Rakor
Serse ftersebut .

Sesuai  dengan materi vang  akan  dibicarakan talah sekitar tindak
pidana korupsi dan pemlmkt_ianmﬁa . maka pembahasan akan kami bagi dalam 3 {
tipa )} sub bubasan ialah ( 1) Dasar I ukum Kewenangan Penvidik POLRI 1ﬁcnvidik
tindak pidana korupsi . ( 2} Tindak pidana korupsi dan unsur-unsurnya ,dan (3)
Pembuk 1an Tindak Pidana Korupsi . '

Ad 1. Dasar Hukum kcwcnangan IPenyidik.POLRI mcny'id'ik tindak pidana
korupsi . | '

Dalam rangka penegakan hukum khususnva hukum pidana , terdapat
paling sedikit 4 ( empat ) lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk
menyelenggarakan  hukum .pidana { “Criminal Justice System” ) | yzing meliputi
tembaga kepolisian sebagai penyidik , lembaga kejaksaan scbagai penuntut umum
Icm-baga peradilan 'scbagai yang memberikan keputusan pcmiqgnaan , dan lembaga
eksekutor vang melaksan&kan keputusan pemidanaan .

Namun dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini , nampaknya
tugas dzm _\\-cu-‘cnzmg-'sebagai penyidik tidak mutlak berada di tangan lembaga
‘pencpak hukum vang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia itu. Penyidik
pejabat polisi negara Republik Indonesia harus membagi tugas dan wewenang

-sebapai penyidik perkara pidaria kepada aparat lain . Hal ini dapat dilihat dari
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fenomena legislatif selama ini | yang memang memberikan tugas dan wewenang
scbagai penyidik |, sebagai berikut : : ' .
a. Penyidik Pejabat POLRI (Pasal 6 ayat (1) huruf a 'K_UHAP. dan Pasal 14 a)}at
(1) huruf a UU Nomor 28 tahun 1997 ). R ' _ .
b. Penyidik Pejabat Pcgawai Negeri Sipil / PPNS ( Pasal 6 KUHAP dan Undang-
Undang khusus seperti UU- Kepabeanan | UU cukai , UU Pasar Modal , UU
Perbankan , UU Pengelolaan Lingkungan Hidup , UU Narkotika dan lain-lain )
¢. Perwira TNl - AL { Pasal 14 UU No . 5 Tahun 1983 tentang “ ZEE “ , Pasal
31 UU No.9 Tahum 1985 tentang “Perikanan” | Pasal 39 ayat (2) UU No. 5
Tahun 1990 tentang “Konservasi Hayati”, Pasal 99 ayat (1) UU No. 21 tahun
1992 tentang “Pelayaran” ) .
d. Jaksa berdasarkan ketentuan Pasal 284 K'UHAPI.
| Dari paparan fcnomena legislatif dewasa ini , ada empat “ pejabat
penyidik ¢ yang sudah barang tentu dilihat dari kesatuan sistem yang integral tidak
menggambarkan  adanya suatu lembaga / badan penyidikan yang mandiri dan
terpadu . Dengan kata  lain - bahwa  kebijakan legislatif selama ini  tidak
memberikan kejelasan dan kepastian mengenai struktur organisasi dan mekanisme
tata kerja lembaga penyidikan yang mandiri dan terpadu |
Dengan demikian , berdasarkan Pasal 6 ayat ( 1) huruf a KUHAP
dan Pasal 14 ayat (1) huruf a UU . Nomor 28 Tahun 1997 tentang “ Kepolisian
Negara Republik Indonesia * yang menentukan bahwa Kepolisian Negara Republik
Indonesia - mempunyai  tugas  melakukan pényelidikan dan penyidikan~ t'erhadap'
semua tindak pidana seswai dengan Hukum  Acara Pidana  dan peraturan

perundang-undangan lainmya . Hal ini berarti pula penyidik pejabat POLRI

- mempunyai (ugas dan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan

terhadap tindak pidana korupsi baik berdasarkan UU No. 3 Tahun 1971 maupun
berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang  * Pemberantasan  Tindak Pidana
Korupsi “.
Ad 2. Tindak I’_itlaha Korupsi dan Unsur-unsurnya

| Tindak Pidana Korupst datam UU No 31 Tahun 1999 tentang
“Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “ ( disingkat UU-PTPK * 99 ) diatur dalam.
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Bab Il , mulai Pasal 2 sampai Pasal 20 . Dari pasal-pasal tersebut , tindak pidana
korupsi dapat digolongkaﬁ menjadi 2 ( dua ) ialah (1) tindak pidana korupsi
mumi dalam arti dalam 'perumusan tindak pidana korupsi tersebut sekaligus
memuat norma dan sanksinya , dan {2) tindak pidana korupsi tidak murni dalam
- arti. datam perumusan tindak pidana korupsi tersebut hanya mencantumkan jenis
sanksinya , sedangkan normanya terletak dalam undang-undang lain dalmﬁ hal ini
dalam pasal-pasal KUHP yang diangkat menjadi tindak pidana korupsi .
Perumusan tindak pidana korupsi dalam. Pasal-pasal UU-PTPK * 99 |
dimulai denngan kata “setiap orang” , yang diberi makna orang perorangan atau
termasuk korporasi . Sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan
orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun
bukan badan hukum . Denpan demikian menurut UU —~ PTPK © 99 ,' korporasi
dapat menjadi subjck tindak pidana korupsi dan dapat dipertanggung jawabkan
“secara pidana . o |
Dalam  UU-PTPK * 99 | pegawai negent diberi makna yang lebih
luas dan ditentukan secara tegas bahwa pcgaw:ﬁ negeri acdalah meliputi _
a. Pegawai  neperi schagaimana  dimaksud  dalam  undang-undang  tentang
Kepegawaian ;

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalaim KUHP ;-

¢. Orang yang enerima gaji ataw upah dari keuangan ncgara atau daerah

'd. Orang vang menerima gaji atau upah dari korporasi yang inenerima bantuan
dari keuangan negara atau daerah .

e. Orang vang menerima gaji atau uvpah dan korporasi' fain yang memhergunakan
moedal atau fasilitas dari negara atau masyarakat ,

Seperti telah dikemukakan di atas , bahwa dalam UU-PTPK * 99
erdapat 2 { dua ) Jenis tindak piﬂmm korupsi ialah Gndak pidana korupsi murhi
~dan tindak pidana korupsi tidak mumi . Pada kesempatan ini hanya akan dibahas
| jenis tindak pidana korupsi murni , mengingat bahwa tindak pidana korupsi jenis
initah yang banyak terjadi yang mengakibatkan kerugian nepara yang tidak sedikit .
Datam UU-PTPK * 99 | jenis tindak pidana korupsi mumi ini han.ya terdapat 2

pasal dalalv Pasal 2 dan’ Pasal 3 . Pada kesempatan ini akan dicoba wntuk



membedah pasa!-pasal tersebut , schingga terlihat secara = gamblang apa saja

unsur-unsurnva  dan bagaimané unsur-unsur tersebut bisa terpenuln dari fakta-fakta

hasil penyehdikan dan penyidikan . |

Pasal 2 UU-PTPK * 99 berbunyi :

(1) “Setiap ur;mgﬁ yang sceara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya
diri senditi atau orang lain atau  suatu korporasi yang dapat  merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara |, dipidana deligtm pidana penjara
sewnur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat ) tahun dan paling
lama 20 { dua pi:luh ) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200 . 000 . 000 00 (
dua ratus juta rupiah ) dan /’atal} paling banyak Rp. | .000. 000, 000,00 (
satu milyar rupiah ). ' - _

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dildkukan dalam keadaan tertentu , pidana mati dapat dijatuhkan .

Unsur-nsurma adalah o

1. Melakukan. perbuatan memperkaya ‘diri sendiri atau orang lain atau suétu
korporasi . |

Perbuatan memperkaya maksudnya berbilat apa saja asalkan kekayaan menjadi
bertambah . seperti mengambil | memindah bukukan , memdepositokan di mana
bunganya diambil oleh si pembuat , dan lain-lain .

2‘. Perbuatannva dilakukan “secara melawan ._hukum” . Melawan ‘hukum di sini

diartikan baik secara formil maupun sccara.materiil . Melawan hukum ini harus

dibuktikan dalam persidangan , karena secara tegas tercantum dalam rumusan
i

delik . Sesuai dengan penjelasan pasal demi pasat UU-PTPK * 99 . “Secara
melawan hukum ** dalam pasal ini mencakup perbuatan reelawan hukum dalam
arti formil maupun dalam arti materiil , yakni meskipun perbuatan tersebut
tidak diatur  dalam peratwran perundang-undangan , namun apabila perbuatan
tersebut dianggap tercela karena tidak sesvai. dengan rasa keadilan dan normd-
norma kehidupan sosial dalam masyarakat , maka perb.uatan iersebut  dapat
dipidana . | ‘

3. Yang dapat mcrugikan keuvangan negara atau perekonomian negara .



Dengan adanva kata “dapat” scbelum kata-kata merugikan keuangan negara |
menunjukkan  bahwa  kerugian  keuangan negara  atau perekenomian negara
bhukanlah merupakan hal yang cssentialia , artirlya kerugian keuangan negara
atan perckonomian negara tidak lﬁerupakan unsur yang mutlak , sehingga tidak
perlu dibuktikan secara objektif’ . Akibat berupa kerugian keuangan negara atau
pcrekbnomiem ncgara hanva merupakan accidentalia atau hal yang kebetulan .
Kata “(i:1;1:1f" ini juga menunjukkan .delik dalam Pasal 2 UU-PTPK * 99
merupakan - defik  formil . artinya  delik . sudah dianggap selesa ,apab.ila
dipenubinva unsur perbuatan yang dirumuskan tanpa melihat adanya akibat .
Kalan toh ada akibat itn hanya hal yang kebetulan saja .
Dalam ayat (2} dimuat hat-hal yang mcnyebaﬁkan ancaman pidana bagi tindak
pidana korupsi dalam Pasal 2 (1) UU-PTPK ‘99 menjadi daﬁat dijatuhkan pidana
- mati . apabila tindak pidana korupsi itu dilakukan dalamn keadaan tertentu . Dalam
“keadaan terentn”™ menurut penjelasan ayat {2) tersebut adalalt : (1) pada waktu
negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku , (2)
pada waktu terjadi bencana alam nasional | (3) sebagaiﬁ pengulangan tindak pidana
korupsf . 1) pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter .
Dengan demikian , apabila tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 (1) .dilakukan
sesuai dengan salah satu datri keadaan tertentu tersebut , maka pefakunya dapat
dijatulii pidana mati
“Pasal 3 berbunyi: i
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau  svatu  korporasi menyalalfgunakan kewenangan , kesempaatn , atau
sarana  vimg ada padanya karenh_ jabatan atau kedudukan , yang dapat
merugikan keuangan negara  atau perckonomian negara , dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau. pidana penjara paling singkat | { satu )
talun dan  paling lama 20 (dt;a puluh ) tahun dan atan denda paling sedikit
Rp. 50 000 .000, 00 ( ima puluh juta rupiah ) dan pé!ing banyak Rp. |
.000.000.000.00 ( satu milyar rupiah ). -

© Unsur-unsurnya adalah :



[. Menyalahpunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan .
D1 sini kewenangan | kesempatan  atau sarana itu tidak digunakan sesuai
dengan jalannva  ketata laksanaan yang scharusnya dijalankaﬁ. Jabatan dan
kedudukan di sini dapat dianikan sebagai “fungsi” pada umumnya , misalnya
Presiden . Gubernur , Pimpinan Proyek dan sebagainva .
Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak diberikan penjelasan mengenai jabatan
atau kedudukan |

2. Dengan tujpan  menguntungkan diri sendirt atau orang lain atau suatu korporasi.
Unsur ini  merupakan  unsur  batine yang  memberi  arah pada perbuatan
menyalahgunakan  kewenangan , kesempatan. atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukannya . Artinya perbuatan menyalahgunakan
kewenangan dan sebagainya stu di.tuju_kan untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang fan atau suatn korporasi . Unsur int barus dibuktikan secara
objektif  dengan  melihat  keadaan  lahir  yang  menyertai  perbuatan
menyalabgunakan  kewenangan dan Scl):igainya itu |

3. Yang dapat merugikan kcuhngan ncgaf‘a atau perekonomian negara )

Dengan adanya kata “dapat”™ sebelum kata-kata merugikan keuangan negara
atau  perckonomian negara . menunjukkan bahwa kerugian keuangan negara
atan  perekonomian negara bukanlah muupakan hal yang cssentialia artinya
.l\Lfllbldll kcuangan negara  atau perukonommn negara tidak merupakan unsur
vang mutlak, schingga tidak perlu dibuktikan secara objektif . Akibat berupa
keruginn  keuangan negara  atau perekonomian negara  hanya merupakan
accidentalia gtau hal yang kebetulan . Kata “dapat” ini juga menutijukkan delik
dalwm Pasal 2 UU-PTPK * 99 merupakan delik formal | artinys delik sudah
dianggap selesai apabila dipenuhinya unsur perbuatan yang dirumuskan {anpa

melihat adanva akibat . ‘Kalan toh ada akibat itu hanya hal yang kebetulan
saja . |

S

Pasal 4 UU-PTPK ' 99 herbunyi :
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“Pengembalian  kerugian  kevangan negara atau perckonomian negara tidak

. menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal ini merupakan penegasan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau

perckonomian negara oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan dapat

+ dipidananya si pelaku . Sekaligus juga merupakan jawaban atas pendapat yang

berkembang dalam masyarakat hahwa apabila si pelaku tindak pidana korupsi
sudah menpembalikan  uang yang_ dikorupsi . maka kerugian nepara sudah tidak
ada dan pcrhuaiannyﬁ tidak | bersifat 1ﬁelawan hukum . Faktor pengembalian
keragian keuangan negara hanya dijadikan salah satu faktor yang meringankan
piﬂann . |
Ad 3 Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pcrumusén tindak pidana pada umumnya dan khususnya tindak
pidana korupsi . mempunyai fungsi “unjuk bukti” artinya hal-hai apa saja yang

harus dibuktikan dengan cara mengumpulkan fakta-fakta , sehingga fakta~fakta

tersebut mempunyai nilai vuridis |

GU-PTPK 99 | seperti kcl‘mnyakalf um!aglg-undang di lvar KUHP ,
di samping memuat hukum  pidana subsiantif . juga 1ﬁcnnual beberapa ketentuan
hukum  acara pidana . Namun apabila UU-PTPK ' 99 tidak méngatur secara
Kbhusus, maka berlaku KUTAP ( UL No, 8 Tabun 1981) '

lembaga  vang  diberi wgas dan  wewenang untuk  melakukan
penyidikan dalam tindak  pidana korupsi di sa_mping_l’ényidik Pejabat POLRI dan
Penyidik dan. Kejaksaan . UU-PTPK * 99 juga memben peluang terbentuknya
Jembaga ,\;.m;; mcmpui\yai funpsi melakukan  penyidikan dzm_- penuntutan  terhadap
tindak ﬁidemu korupsi ~ yang  sulit  pembuktiannya -ialah “ Tim  Gabungan
Pemberamtasan Tindak Pidana Koropsi * ( TGPTPK 3 . Sedangkan yang dimaksud
dengan ~ tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya “ . antara lain tindak
pidanc kt.)rupsi di bidang perbankan , perpajakan , dan industri ., komoditi
berjangka . alau di bidang moncter dan keuvangan ., yang :
a.. bersifat limas sektoral ;

b. dilakukan dengan weknologi canggih | atau



c¢. dilakvkan oleh tersangka / terdakwa yang berstatus sebagai Penyelenggara
Negara . '

Dalam  rangka pembuktian tindak pidana korupsi , maka langkah
pertama dan otama vang harus dilakukan oleb penyidik adalah mengumpulkan /
mencari alal bukti . di mana menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP alat bukd
vang sah adatah (1) kcicrangan saksi . (2) keterangan ahli | (3) sural |, {4)
petunjuk |, dan (5) keterangan terdakwa .

_ UL-PTPR 99 memberikan kewenangan khusus kepada Penyidik di
samping kewenangan yang secara umum telah diténtukan dalam KUHAP , yaitu :
a. meminta keterangan kepada tersangka tentang seluruh harta bendanya dan harta

benda istn atau suvami , anak , dan harta benda setiap orang atau korporasi . .
b. meminta keterangan kepada bank tentang.' keadaan keuangan tersangka "
¢. membuka |, memerisa , dan menyita surat dan kiriman melalui pos |
telckomuhikasi . atan alat laiﬁnya yang dicurigai mempunyai hubungan. dengan
tindak pidana korupsi' yang diperiksa .

Permintaan Kketerangan perihal keadaan kevwangan -tersangka diajukan
oleh penyidik kcpada' Gubernur Bank Indonesia  sesuai dengan  perundang-
undangan vang berlaku . Gubemnur Bank Indonesia Wajib upntuk  memenuhi
permintaan tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga ) hari kerja terhitung saat dokumen
‘permintaan dﬁcrima secara lengkap . Penyidik juga diberi wewenang untuk
meminta kepada bank untuk memblokir  rekening simpanan tersangka . Apabila
hasil pemceriksaan tidak diperoleh  bukti yang cukup R maka pada saat itu juga
peniyidik meminta pada bank untuk mencabut pemblokiran tersebut .

Untuk tindak pidana korupsi , menurut UU-PTPK * 99 | sétiap orang
dan mercka yang menurut pekerjaan | harkaf dan martabal ata_u. jabatannya
diwajibkan menvimpan rahasia’ ,. walib memberikan kesaksian sebagai saksi atau
ahli . Ayah |, ibu , kakek , nenck s.audara kandung . istri ataun swami , anak ,
cucy davi terdakwa  dikecualikan  sebagal  saksi . Namun apabila mereka
menghendaki  dan  disetujui  secara tegas oleh terdakwa | maka mereka dapat
diperiksa scbagai saksi . Tanpa persetujuan secara tepas dari terdakwa , mercka

hanya dapat membenkan keterangan sebagai saksi tanpa sumpah .



y Memang  nampaknya dalam  membuktikan adanya tindak pidana
korupsi ini sangat sulit . oleh karena itu Pasal 37 UU-PTPK * 99 meltll;eri hak
dan kewajiban kepada terdakwa {alah terdakwa berhak untuk membuktikan.bahwa
ia tidal. melakukan tindak pidana korupsi . Apabila terdakwa dapat membuktikan
bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi ‘hal itu akan digunakan
sebagai hal vang menguntungkan (erdakwa . Sedangkan kewajiban terdakwa adalah
memberikan  keterangan tentan_g seluruh harta bendanya , harta benda istri atau
suami , anak dan harta benda -setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai
hubungan dengan tindak pidana korupsi yang diperiksa . Dan apabila terdakwa
tidak dapat membuktikan . maka ha! itu dapat digunakan untuk memperkuat alat-
alat. bukti  yang sudah ada . Namun bagaimanapun juga Jaksa Penuntut Umum
tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya . o

Penjelasan Pasal 37 UU-PTPK ¢ 99 | menerangkan bahwa ketentuan
ini merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan
bahwa Jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak pidana , bukan
terdakwa . Menurul ketentuan ini terdakwa  dapat mcmhuktikan bahwa ia tidak
melakukan  tindak pidana Korupsi . Apabila terdakwa  dapat membuktikan  hal
terscbut  tidak berarti ia tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi . sebab
penuntut .umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya
Ketentuan pasal ini merupakan pembuktian _terbalik yang terbatas , karena jaksa
masih tetap wajib membuktikan dakivaannya . Di sini menurut hemat kami tetap
berlaku  asas . bahwa  “it is the duty of the prosccutioh 1o prove 1th guilt of
the accused bevond reasonable doubt = _

Demikian  bahan  singkat  tentang  “Permasalaban  Tindak Pidana

Korupsi dan Pembuktiannya = | semopa  dapat dijadikan bahan untuk diskusi .
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